BAB IV

GAMBARAN UMUM

4.1 Sejarah dan Keadaan Geografis Kota Pekanbaru

4.1.1 Sejarah Kota Pekanbaru

Nama Pekanbaru dahulunya dikenal dengannama "Senapelan™ yang pada
saat itu dipimpin oleh seorang Kepala Suku disebut Batin. Daerah yang mulanya
sebagai ladang, lambat laun menjadi perkampungan. Kemudian perkampungan
Senapelan berpindah ketempat pemukiman baru yang kemudian disebut Dusun

Payung Sekaki yang terletak di tepi muarasungai Siak.

Nama Payung Sekaki tidak begitu dikenal pada masanya melainkan
Senapelan. Perkembangan Senapelan berhubungan erat dengan perkembangan
Kerajaan Siak Srilndrapura. Semenjak Sultan Abdul Jalil Alamudin  Syah
menetap di Senapelan, beliau membangun istananya di Kampung Bukit
berdekatan dengan perkampungan Senapelan. Diperkirakan istana tersebut
terletak di sekitar Mesjid Raya sekarang. Sultan Abdul Jalil Alamudin Syah
mempunyai inisiatif untuk membuat Pekandi Senapelan tetapi tidak berkembang.
Usaha yang telah dirintis tersebut kemudian dilanjutkan oleh putranya Raja Muda

Muhammad Ali ditempat baru yaitu disekitar pelabuhan sekarang.

Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 21 Rajab 1204 H atau tanggal 23 Juni
1784 M berdasarkan musyawarah datuk-datuk empat suku (Pesisir,Lima Puluh,
Tanah Datar dan Kampar), negeri Senapelan diganti namanya menjadi

"PekanBaharu™ selanjutnya diperingati sebagai hari lahir Kota Pekanbaru. Mulai
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saat itu sebutan Senapelan sudah ditinggalkan dan mulai popular sebutan"PEKAN

BAHARU",yang dalam bahasa sehari-hari disebut PEKANBARU.

Perkembangan selanjutnya tentang pemerintahan di Kota Pekanbaru selalu
mengalami perubahan, SK Kerajaan Besluitvan HerInlanche Zelf Bestuurvan Siak
tanggal 19 Oktober 1919 No.1,Pekanbaru bagiandari Kerajaan Siak yang disebut
District. Tahun 1931 Pekanbaru masuk wilayah Kampar Kiri dikepalai oleh
seorang Controleurber kedudukan di Pekanbaru. Tanggal 8Maret1942 Pekanbaru
dikepalai oleh seorang Gubernur Militer disebut Gokung, Distrik menjadi Gundi
kepalai oleh Gunco. Ketetapan Gubernur Sumatera di Medan tanggal 17 Mei
1946 No0.103 Pekanbaru dijadikan daerah otonom yang disebut Haminte atau

Kota.

UU No. 22 tahun 1948 Kabupaten Pekanbaru diganti dengan Kabupaten
Kampar, Kota Pekanbaru diberistatus KotaKecil. UU No.8 tahun 1956
menyempurnakan status Kota Pekanbaru sebagai kota kecil. UU No. 1 tahun 1957
status Pekanbaru menjadi Kota Praja. Kepmendagri No. Desember52/1/44-25
tanggal 20 Januari 1959 Pekanbaru menjadi ibukota Propinsi Riau. UU No. 18
tahun 1965 resmipemakaian sebutan Kotamadya. UU No. 22 Tahun 1999 tentang

Pemerintahan Daerah sebutan Kotamadya berubah menjadi Kota.

4.1.2 Keadaan Geografis Kota Pekanbaru
Pekanbaru merupakan Ibukota Provinsi Riau dengan luas wilayah
sekitar 632,26 Km? dan jumlah penduduk sekitar 850.000 jiwa dengan

tingkat pertumbuhan penduduk rata-rata 4% pertahunnya. Dibawah ini
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akan digambarkan secaraumum tentang keadaan geografis Kota
Pekanbaru.

e Kota Pekanbaru terletak antara 101°-181°-101°-36° BT dan Q°-
250-0°-45° LU

dengan ketinggian 5— 50m di atas permukaan laut.

e Secaraadministrasi Kota Pekanbaru berbatasan dengan :

- Sebelah UtaraKabupatenSiak

Sebelah Selatan Kabupaten Kampar

Sebelah TimurKabupaten Pelalawan dan Siak

Sebelah Barat KabupatenKampar

= Geologi:
Jenis tanah yang dominan adalah jenis Podzolik Merah Kuning

(PMK) dan berada di dataran tinggi.

= Hidrologi
Wilayah Kota Pekanbaru di aliri oleh aliran Sungai Siak
yang membelah Kota Pekanbaru menjadi dua wilayah.
Selanjutnya Sungai Siak ini mempunyai beberapa anak sungai
diantaranya Sungai Umban Sari, Sibam, Sungai Air Hitam,
Sungai Sail,dan Sungai Senapelan.

4.1.3 Sejarah Polresta Kota Pekanbaru

Polresta Pekanbaru berdiri pada tahun 1975, Polresta merupakan

kepanjangan dari Kepolisian Resort Kota Pekanbaru yang bermarkas di JI. Ahmad
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Yani No.11 Pekanbaru. Di Utara, wilayah hukum Polresta Pekanbaru berbatasan
dengan Kabupaten Siak, di selatan dengan Kampar, di Barat dengan Kampar dan
di Timur dengan Kabupaten Pelalawan. Luas wilayah hukum Polresta Pekanbaru
mencapai 632,26 km2 atau paling kecil dari semua luas kesatuan wilayah di Polda

Riau.

Polresta Pekanbaru ini dipimpin oleh Kapolresta dan Waka Polresta,
Polresta Pekanbaru ini memiliki tugas pokok menjaga keamanan, ketertiban
masyarakat serta penegak hukum di Kota Pekanbaru. Pada jajaran Polresta
Pekanbaru terdapat 11 polsek ( Kepolisian Sektor ), antara lain : Polsek Kota
Pekanbaru, Polsek Senapelan, Polsek Tampan, Polsek Bukit Raya, Polsek
Sukajadi, Polsek Payung Sekaki, Polsek Lima Puluh, Polsek Rumbai, Polsek
Rumbai Pesisir, Polsek Tenayan Raya dan Polsek Kawasan Pelabuhan. Sejak
tahun 1975 diberi nama POLTABES diganti menjadi Polresta Pekanbaru pada
tanggal 30 September 2010. Dan pada tanggal 14 April 2000 juga Poltabes pernah
mengalami kebakaran karena arus pendek listrik. Polresta sudah pernah dijabat

oleh 26 pemimpin yang bernama yaitu :
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TABEL 4.1 : KEPEMPINAN ORGANISASI SATLANTAS POLRESTA KOTA

PEKANBARU
NO NAMA MASA JABATAN
1 | Letkol Drs Bambang Darurrio 1975-1976
2 | Letkol Drs Sukardi 1976-1997
3 | Letkol Drs Sumitro 1977-1978
4 | Letkol Drs Buraya Sidi 1978-1979
5 | Letkol Drs Rainan Durahman 1979-1980
6 | Letkol Drs Syahril Arifin 1980-1981
7 | Letkol Drs Mulyono.S 1981-1985
8 | Letkol Drs Dwi Purwanto 1985-1989
9 | Letkol Drs Bagus Hari Sanjaya 1989-1990
10 | Letkol Drs Yose Rizal 1990-1992
11 | Letkol Drs Hasyim Irianto 1992-1994
12 | Letkol Drs Rahman Niansyah 1994-1996
13 | Letkol Drs Didi Dito 1996-1998
14 | Letkol Drs Suro Jauhari 1998-2000
15 | Kombes Pol Drs Rasyid Ridho 2000-2001
16 | Kombes Pol Drs Totoy Jauhari Sh,Mh 2001-2002
17 | Kombes Pol Drs Suro Jauhari,Mm 2002-2005
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18 | Kombes Pol Drs Elan Subilan Sh,Mm 2005-2006
19 | Kombes Pol Drs James Umboh 2006-2006
20 | Kombes Pol Drs Syafril Nursal Sh,Mm 2006-2008
21 | Kombes Pol Drs Moegiarto Sh,M.Hum 2008-2008
22 | Kombes Pol Drs Berty Dk Sinaga 2008-2009
23 | Kombes Pol Drs Mujiyono Sh,M.Hum 2009-2010
24 | Kombes Pol Drs Bambang Hs,Msi 2010-2011
25 | Kombes Pol Drs R.Adang Ginanjar S,Mm 2011-2013
Kombes Pol Drs Robert Haryanto
26 2013-2015
W,Sh,S.Sos,Mh
27 | Kombes Pol Tonny Hermawan R, S. Ik 2015-2018
4.2 Visi Polresta Kota Pekanbaru

Agar Polresta Pekanbaru dapat berkarya secara konsisten dan tetap
eksis, antisipatif, inovatif, serta produktif dalam mengemban setiap
mandat yang telah diberikan oleh Pemerintah, maka diperlukan cara
pandang ke depan atau visi, yang sekaligus sebagai arah dalam merespon

setiap mandat yang diterima. Pernyataan Visi Polresta adalah :

“Terwujudnya kemitraan antara Polresta Pekanbaru dengan
masyarakat dilandasi sikap yang propesional dan proporsional dengan
menjunjung tinggi Supremasi Hukum dan Hak Azazi Manusia guna
mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah hukum

Polresta Pekanbaru”.
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4.3

Misi Polresta Kota Pekanbaru

Menciptakan suasana lingkungan kerja yang dinamis dan
berkesinambungan dengan motto pelaksanaan tugas Polri bebas dari
pelanggaran.

Mengelola dan meningkatkan kemampuan personil sehingga dapat
melaksanakan tugas secara profesional dan proporsional.

Mengelola profesionalisme SDM dengan dukungan sarana dan
prasarana seperti penggunaan teknologi informasi dalam pemeliharaan

keamanan, pencegahan dan pengungkapan kasus kejahatan.

Menjalin  kemitraan dengan masyarakat melalui  Perpolisian
Masyarakat agar patuh hukum sehingga masyarakat ikut berperan

aktif menciptakan Kamtibmas.

Mengembangkan Community Policing dengan memberdayakan
Siskamling guna mewujudkan keamanan dilingkungan masing-

masing.

Memberikan bimbingan kepada masyarakat tentang sadar hukum
melalui upaya Preentif, dan Preventif sehingga dapat meningkatkan

kesadaran masyarakat akan kepatuhan hukum.

Mengenalkan secara dini tentang tugas-tugas Polresta Pekanbaru
kepada para pelajar SLTA, SLTP, SD maupun TK untuk ikut serta

berperan dalam mewujudkan Kantibmas.
Memelihara kamtibmas dengan koordinasi aparat kamtibmas lainnya

serta mengikutkan Tomas, Toga, dan tokoh pemuda dengan

memperhatikan adat istiadat yang berlaku.
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9. Menegakkan hukum secara profesional dan proporsional dengan
menjunjung tinggi supremasi hukum, dan hak azazi manusia menuju

kepada adanya kepastian hukum dan rasa keadilan.

10. Meningkatkan upaya konsolidasi serta solidaritas Polri untuk
mewujudukan keamanan dalam negeri sehingga dapat mendorong

meningkatnya gairah kerja guna mencapai kesejahteraan masyarakat.

11.Mempererat jalinan koordinasi antar instansi pemerintahan dan TNI
dalam mewujudkan Keamanan dan Ketertiban dalam wilayah Polresta
Pekanbaru.

4.4 Kedudukan, Tugas , Fungsi dan Struktur Setlantas Polresta Pekanbaru

1) Kedudukan Polresta Pekanbaru

Polresta pekanbaru adalah satuan organisasi Polri yang
berkedudukan di kota Pekanbaru dan bertanggung jawab langsung

dengan Polda.

2) Tugas Polresta Pekanbaru
Tugas dari Polresta Pekanbaru adalah menyelenggarakan tugas
pokok Polri dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat,
menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman,
dan pelayanan kepada masyarakat dan melaksanakan tugas-tugas Polri
lainnya dalam daerah hukum Polresta, sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

3) Fungsi Polresta Pekanbaru

Dalam melaksanakan tugasnya, Polresta Pekanbaru mempunyai
fungsi yaitu:
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. Pemberian pelayanan kepolisian kepada masyarakat, dalam bentuk
penerimaan dan penanganan laporan/pengaduan, pemberian
bantuan dan pertolongan termasuk pengamanan kegiatan
masyarakat dan instansi pemerintah, dan pelayanan surat
izin/keterangan, serta pelayanan pengaduan atas tindakan anggota

Polri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

. Pelaksanaan fungsi intelijen dalam bidang keamanan guna
terselenggaranya deteksi dini dan peringatan dini.

. Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, fungsi identifikasi dan
fungsi laboratorium forensik lapangan dalam rangka penegakan
hukum, serta pembinaan, koordinasi dan pengawasan Penyidik
Pegawai Negeri Sipil (PPNS).

. Pembinaan masyarakat, yang meliputi pemberdayaan masyarakat
melalui perpolisian masyarakat, pembinaan dan pengembangan
bentuk-bentuk pengamanan swakarsa dalam rangka peningkatan
kesadaran dan ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan
ketentuan peraturan perundang-undangan, terjalinnya hubungan
antara Polri dengan masyarakat, koordinasi dan pengawasan
kepolisian khusus.

. Pelaksanaan fungsi Sabhara, meliputi kegiatan pengaturan,
penjagaan pengawalan, patroli (Turjawali) serta pengamanan
kegiatan masyarakat dan pemerintah, termasuk penindakan tindak
pidana ringan (Tipiring), pengamananan unjuk rasa, dan
pengendalian massa, serta pengamanan objek vital, pariwisata dan
Very Important Person (VIP).
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6. Pelaksanaan fungsi lalu lintas, meliputi kegiatan Turjawali lalu
lintas, termasuk penindakan pelanggaran dan penyidikan
kecelakaan lalu lintas serta registrasi dan identifikasi kendaraan
bermotor dalam rangka penegakkan hukum dan pembinaan
keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas.

7. Pelaksanaan fungsi kepolisian perairan, meliputi kegiatan patroli
perairan, penanganan pertama terhadap tindaak pidana perairan,
pencarian dan penyelamatan kecelakaan di wilayah perairan,
pembinaan masyarakat perairan dalam rangka pencegahan
kejahatan, dan pemeliharaan keamanan di wilayah perairan

8. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain, sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
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